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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di 
Kabupaten Ketapang masih mengalami banyak permasalahan atau kendala, 
sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan usaha 
pertambangan mineral dengan perkebunan kelapa sawit. Adanya persitiwa 
tumpang tindih ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur masing-
masing sektor usaha di level pusat tidak saling merujuk satu sama lain. 
Selain itu, dalam implementasi di lapangan, adanya peristiwa tumpang 
tindih ini secara teoritis, menurut teori rencana, di Kabupaten Ketapang 
tidak ada suatu perencanaan pembangunan yang dibuat secara baik, 
utamanya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabubaten. Untuk 
mengatasi permasalahan tumpang tindih, Bupati Kabupaten Ketapang, telah 
mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi Sinergisitas Pelaksanaan Investasi di 
Kabupaten Ketapang. Namun SK tersebut masih belum memberikan 
jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sebab tim sinergisitas tersebut 
hanya bertindak sebagai fasilitator, dan penyelesaian permasalahan tumpang 
tindih dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak yang bermasalah. 
2. Kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan 
mineral sebagaimana yang dimaksud di atas terbagi ke dalam dua kategori, 
yaitu kendala yang bersifat normatif, dan kendala-kendala yang bersifat 
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teknis. Kendala yang bersifat normatif yaitu bahwa landasan konstitusi 
Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sendiri pun sudah membuka 
kemungkinan untuk terjadinya peristiwa tumpang tindih, sebab mengenai 
bumi yang dibagi menjadi permukaan bumi (tanah), dan di bawah 
permukaan bumi diatur oleh ketenturan peraturan perundang-undangan yang 
berbeda. Dalam hal ini, permukaan bumi yang dimaksud yaitu tanah yang 
digunakan untuk usaha perkebunan yang diatur melalui Undang Undang 
Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan mineral di bawah 
permukaan bumi yang diatur melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, peraturan 
perundang-undangan yang bersifat regional dan daerah juga membuka 
kemungkinan untuk terjadinya tumpang tindih. Lebih lanjut, dari segi 
teknis, adanya peristiwa tumpang tindih ini juga disebabkan salah satunya 
karena tidak terlepas dari kekurang cermatan Bupati Ketapang dalam 
menerbitan izin usaha pertambangan dan perkebunan sehingga 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan di lapangan antara 
perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan. 
3. Solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan 
izin usaha pertambangan tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu solusi 
hukum di tingkat pusat dan solusi hukum di tingkat daerah.  Dalam rangka 
menjamin kepastian hukum terkait pemasalahan tumpang tindih lahan, maka 
regulasi sektoral di tingkat pusat harus direvisi agar regulasi tersebut saling 
merujuk satu sama lain. Sebagai langkah alternatif, maka Pemerintah harus 
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menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur 
tentang prosdur atau mekanisme bagaimana upaya harmonisasi tersebut 
dilakukan. Selain itu, keberadaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 
perlu untuk dipertimbangkan lagi, jika masih dianggap perlu maka harus ada 
tindaklanjut dari pemerintah, disesuaikan dengan jenis dan hiearki peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 
Tahun 2011 agar lebih mempunyai daya ikat. Di level daerah, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Ketapang bersama dengan DPRD harus segera 
menyusun, membahas serta menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW 
Kabupaten yang didalamnya juga menegaskan tentang penggunaan tanah  
serta penetapan kawasan untuk industri pertambangan dan perkebunan. 
Lebih dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang juga harus membuat 
suatu kebijakan publik yang lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan 
kegiatan investasi di daerah. Bentuk kebijakan publik tersebut berupa perda 
yang mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya tumpang tindih serta 
mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi tumpang tindih di kemudian 
hari. Perda ini bertindak sebagai produk hukum yang bersifat antisipatif 
terhadap terjadinya peristiwa tumpang tindih di kemudian hari.  
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B. Saran 
1. Bagi Pemerintah Pusat 
Pemerintah pusat seharusnya lebih responsif terhadap permasalahan tumpang 
tindih yang terjadi. Untuk itu, maka pemerintah pusat perlu melakukan revisi 
terhadap aturan hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber 
daya alam di sektor usaha pertambangan dan sektor usaha perkebunan yang 
diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang 
Perkebunan. Selain itu, pemerintah juga perlu menerbitkan suatu produk 
hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme 
pelaksanaan koordinasi pemberian izin usaha di lapangan agar kegiatan 
investasi dapat berjalan dengan baik.  
2. Bagi Pemerintah Daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang harus mempercepat terbentuknya 
Perda tentang RTRW Kabupaten yang menegaskan tentang rencana 
peruntukan dan penggunaan lahan secara komprehensif dan dengan 
memperhatikan rencana pembangunan perekonomian wilayah. Selain itu, 
secara teknis, bagi Kepala Daerah diharapkan agar lebih cermat dalam 
menerbitan suatu izin usaha di daerah. Secara ekonomis, penerbitan suatu izin 
memang mendatangkan keuntungan kepada daerah. Namun secara hukum, 
penerbitan izin usaha yang tidak didasarkan pada asas kecermatan dalam 
bertindak, akan menimbulkan persoalan hukum berupa terabaikannya nilai 
kepastian hukum.  
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3. Bagi Pelaku Usaha 
Bagi pelaku usaha, baik itu di bidang pertambangan maupun di bidang 
perkebunan harus lebih memperhatikan status kawasan yang akan dikelola, 
dengan meminta informasi yang baik dan jelas kepada instansi-instansi terkait, 
seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BAPPEDA, Dinas Pertambangan 
dan Energi, serta Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan ketentuan mengenai 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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